Pelaksanaan Leverage di Perbbankan Syariah

(Studi Kasus di Wilayah Bank BPD Jateng Syariah Surakarta) by Susanto, Rio Adi & , Wardah Yuspin
PELAKSANAAN LEVERAGE DI PERBANKAN SYARIAH  



















Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  








RIO ADI SUSANTO 






PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 





ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN LEVERAGE DI 
PERBANKAN SYARIAH  






RIO ADI SUSANTO 





























ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN LEVERAGE DI 
PERBANKAN SYARIAH  
( STUDI KASUS DI BANK BPD JATENG SURAKARTA 
Oleh: 
RIO ADI SUSANTO 
C 100 140 362 
 
Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Pada hari         ,... .................. .......... 
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat 
 
Dewan Penguji, 
1. Wardah Yuspin,S.H.M.Kn.Ph.D    (…………………………) 
(Ketua Dewan Penguji) 
 
2.          (…………………………) 
(Anggota I Dewan Penguji) 
 
3.         (…………………………) 
(Anggota II Dewan Penguji) 
 
Mengetahui 
Dekan Fakultas Hukum 










Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 


















       RIO ADI SUSANTO 
C 100 140 362 
 
1 
 PELAKSANAAN LEVERAGE DI PERBANKAN SYARIAH  
( STUDI KASUS DI BANK BPD JATENG SURAKARTA) 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya leverage 
didalam suatu perbankan syariah Untuk mengetahui apakah system leverage ini sesuai 
dengan maqasid syariah. Berdasarkan hasil penelitian proses terjadinya leverage yang 
ada di  Jateng Syariah merupakan prinsip dasar leverage yang bisa disamakan dengan 
layanan syariah atau disebut office channeling, layanan syariah itu sendiri sudah diatur 
dalam Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. 
Pelaksanaan leverage terhadap maqoshid syariah sudah mendekati sesuai dengan 
prinsip syariah yang riil, dimana penerapan leverage yang meliputi sistem teknologi 
informasi, sistem IT terintegrasi dan transaksi yang terjadi bisa langsung tercatat di 
bank syariah dapat berjalan dengan baik yang sesuai dengan sistem yang telah 
diterapkan di bank syariah, karena bank syariah ditujukan untuk mencapai dan 
mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada 
tujuan utama dalam maqoshid syariah menjadi sadaran utama dalam setiap 
pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. sedangkan 
layanan syariah yang telah diterapkan pada Bank  Syariah sesuai dengan Pasal 68 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 
 
Kata Kunci : Spin Off, Penerapan Leverage, Maqhosid Syariah  
 
Abstrack 
This study aims to find out how the process of leverage occurs in Islamic banking to 
find out whether this leverage system is in accordance with Maqasid Syariah. Based 
on the results of research on the process of leverage existing in Jateng Syariah , it is a 
basic principle of leverage that can be equated with sharia services or called office 
channeling, sharia services themselves are regulated in Bank Indonesia Number 11/10 
/ PBI / 2009 concerning Sharia Business Units. The implementation of leverage 
against maqoshid sharia is approaching in accordance with real sharia principles, 
where the application of leverage which includes information technology systems, 
integrated IT systems and transactions that occur directly in Islamic banks can run 
well in accordance with the system that has been implemented in Islamic banks , 
because Islamic banks are intended to achieve and realize the welfare of the people at 
large in the world and the hereafter. By referring to the main objectives in Maqoshid 
Sharia become the main awareness in every operational development and products in 
Islamic banks. whereas sharia services have been applied to Sharia  Banks in 
accordance with Article 68 of Act Number 21 of 2008 concerning Islamic banking. 




Perbankan syariah yang ada di Indonesia saat ini sudah semakin matang dan banyak 
faktor yang akan mempengaruhi percepatan perkembangan perbankan syariah di masa 
yang akan datang.Salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor hukum
1
. Arah 
perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang masih akan signifikan 
dipengaruhi oleh perkembangan infrastruktur hukum perbankan syariah di Indonesia
2
. 
Oleh karena itu langkah-langkah perbaikan dalam pengembangan industri perbankan 
syariah pun mengalami berbagai proses terutama pada peraturan dan kebijakan 
pemerintah. Selain itu setelah dikeluarkannya pengaturan mengenai perbankan syariah 
dan diperkuat dengan dikeluarkannya UU No.21 Tahun 2008 mengenai perbankan 
syariah. Namun dikeluarkannya pasal tersebut tidak sepenuhnya berdampak positif, 
seperti pada pasal 68 UU No.21 Tahun 2008 yang menyebutkan:   
“1. Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya 
telah mencapai paling sedikit 50%(lima puluh persen) dari total nilai asset 
bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang Undang 
ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan 
UUS tersebut menjadi Bank umum syariah. 
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum 
Konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.” 
 
Dalam pasal tesebut terkandung pengaturan kapitalisasi perbankan syariah. 
Pasal ini memberikan penjelasan bahwa Usaha Unit Syariah (UUS) yang sudah 
memiliki modal sebesar 50% atau telah beroperasi selama 15 tahun sejak disahkannya 
UU ini maka diharuskan untuk melakukan pemisahan /spin off unit syariahnya
3
. 
Sedangkan pengertian dari Spin Off menurut pasal 1 angka 32 UUPS yaitu pemisahan 
( spin off) adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 
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Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 selain memberikan hak bagi Bank 
Umum Konvensional untuk melepas atau memisahkan UUS yang dimiliki, pada 
ketentuan peralihan pasal 68 justru mewajibkan Bank Umum Konvensional yang telah 
memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pemisahan UUS.  Selain itu juga 
dengan adanya pasal tersebut maka di tahun 2023 yang akan datang maka UUS 
diwajibkan untuk melakukan spin off apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan 
maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang telah dijalankan.  
Dengan demikian untuk mensiasati hal tersebut, industri perbankan mencari 
solusi agar bank induk tidak terkena sanksi serta tidak perlu melakukan spin off yaitu 
dengan melakukan leverage. Langkah ini menimbulkan kontroversi di berbagai 
kalangan perbankan. Leverage merupakan penyaluran pembiayaan syariah melalui 
kantor cabang induk perusahaan. Artinya bank umum syariah (BUS) akan 
menggunakan cabang milik bank umum konvensional dalam menawarkan produk-
produk syariah. Sistem ini sebenarnya mirip dengan office channeling yang sudah 
berjalan, hanya saja office channeling terbatas pada penghimpunan dana (funding). 
Dengan leverage model, bank konvensional dapat menyalurkan pembiayaan syariah 
dengan menggunakan akad-akad syariah dan ketentuan syariah. 
Cara ini memiliki banyak manfaat, pertama, mendorong peningkatan 
pertumbuhan dan market share perbankan syariah... Kedua, leverage model akan 
meningkatkan efisiensi perbankan syariah karena cara ini akan mengurangi biaya 
Bank Umum Syariah (BUS) dalam ekspansi pembukaan cabang karena biaya 
membuka cabang baru jauh lebih mahal.
4
 
Untuk penerapan leverage model setidaknya ada beberapa yang harus 
diperhatikan. Salah satunya adalah sistem teknologi informasi. Sistem teknologi 
informasi antara bank konvensional dan bank syariah harus terkoneksi maka 
tranksaksi yang terjadi dapat langsung tercatat di bank syariah. 
Dalam hal ini untuk menerapkan leverage yang terdapat di perbankan syariah 
maka perlu diperhatikan juga bahwa apakah system leverage sesuai dengan prinsip 
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maqasid syariah, dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji mengenai sebagai 
maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Maqashid syariah 
menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika 
kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. 
Dari uraian di atas menjelaskan bahwa ini adalah upaya yang dilakukan 
industri perbankan agar tidak dilakukan spin off dan menghindari dikenakannya sanksi 
sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Undang-Undang. Akan tetapi dampak 
lembaga industri perbankan dalam melakukan leverage merupakan suatu 
penyelundupan hukum dan apakah leverage ini sudah sesuai dengan prinsip maqosid  
syariah. Penyelundupan hukum terjadi bilamana ada seseorang atau pihak-pihak yang 
mempergunakan berlakunya hukum asing dengan cara cara yang tidak benar, dengan 
maksud untuk menghindari berlakunya hukum nasional. Akibat dari penyelundupan 
hukum asing adalah batal demi hukum
5
, dan maqasid syariah bertujuan untuk 
mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, dalam hal 
ini industri perbankan mesiasati tidak melakukan apa yang diperintah oleh peraturan 
perundang-undangan yaitupasal 68 UU Nomor 21 tahun 2008. 
Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses terjadinya leverage? (2) Apakah system 
leverage sesuai dengan maqasid syariah Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis 
dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya 
leverage didalam suatu perbankan syariah (2) Untuk mengetahui apakah system 
leverage ini sesuai dengan maqasid syariah?  
 
2. METODE 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan 
mengacu pada sumber data dari peraturan perundang – undangan dan peraturan-
peraturan tertulis. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan prosedur pemecahan masalah yang 
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diselidiki dan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian 
pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak
6
. Lokasi Penelitian di Bank BPD 
JATENG yang berada di Surakarta. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data 
dalam melakukan penelitian, yaitu : (1) Data Primer (2) Data Sekunder. Metode 
Pengumpulan Data yaitu dilakukan dengan (1) Studi Kepustakaan  (2) Studi Lapangan 
yang meliputi Observasi  dan Wawancara. Metode Analisis Data Penelitian ini 
menggunakan analisis data kualitatif.
7
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Terjadinya Leverage 
Bank BPD Jateng syariah merupakan suatu bank yang memiliki konsep dasar 
mengenai prinsip syariah yang sangat kuat, konsep yang sangat kuat tersebut 
kemudian dijabarkan didalam setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di bank jateng 
syariah, terbukti dengan adanya perintah dari UU Pasal 68 UU No 21 tahun 2008 
dimana bank jateng syariah atau bank yang ada memiliki UUS diminta untuk 
melakukan spin off atau pemisahan. Bank Jateng pun sebagai sebuah bank yang taat 
peraturan yang ada mulai melakukan pelaksanaan spin off tersebut. 
Leverage merupakan salah satu solusi yang di usulkan oleh para praktisi 
perbankan mengingat bahwa ada sebagian bank untuk melakukan spin off itu 
mengalami suatu kesulitan, oleh karena itu maka beberapa praktisi mengusulkan 
sebagai alternatif untuk tidak melaksanakan spin off tapi juga tidak melakukan 
pelanggaran peraturan yang ada. Jadi artinya bank tetap bisa melakukan perintah 
aturan perundang-undangan pasal 68 UU No 21 tahun 2008 tetapi tidak melalui skema 
spin off, sanksi administrasi bank dapat dihindari bagi para pelanggar pasal 68, selain 
itu bank juga masih bisa untuk tidak melakukan spin off dalam jangka waktu yang 
sudah ditetapkan tersebut, maka leverage ini adalah suatu alternatif untuk tidak 
melaksanakan spin off tersebut. 
Prinsip dasar leverage mirip atau bisa disamakan dengan layanan syariah atau 
disebut office channeling, layanan syariah itu sendiri sudah diatur dalam Bank 
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Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, prinsip layanan syariah 
ini merupakan prinsip pemberian layanan kepada masyarakat, dalam bentuk dana 
pihak ketiga, pembiayaan kepada masyarakat akan tetapi layanan syariah ini memang 
belum mendapatkan hasil yang maksimal. Layanan syariah dalam hal ini suatu 
kegiatan penghimpunan yang dilakukan kantor cabang dan atau di kantor dibawah 
kantor cabang untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama. 
Terkait dengan adanya konsep leverage yang ditulis pada skripsi ini penulis 
melakukan suatu wawancara kepada bagian pemasaran bank BPD Jateng Syariah 
Bapak Alvian untuk melakukan konfirmasi dan memperjelas beberapa masalah terkait 
hal tersebut. Menurut Bapak Alvian disebutkan proses terjadinya leverage sebenarnya 
sama dengan layanan syariah, layanan syariah yang artinya sebagai mekanisme 
kerjasama kegiatan penghimpunan dana antara kantor cabang syariah sebagai induk 
dengan kantor bank konvensional dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk 
giro, tabungan dan deposito.
8
 
Begitu pula yang terjadi di Bank BPD Jateng, Bank BPD Jateng merupakan 
unit usaha syariah dari bank BPD konvensional dimana Bank BPD konvensional ini 
juga memiliki layanan syariah yang sering disebut office chenelling yang merupakan 
pembukaan layanan bank syariah dikantor-kantor bank konvensional.  
Konsep pelayanan syariah itu sendiri sebenarnya sudah ditetapkan dalam PBI 
Nomor 11/10/PBI/2009 tentang unit usaha syariah. Akan tetapi  efektifitas program ini 
belum mencapai target yang diharapkan, program layanan syariah tersebut belum 
mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan bahwa terjadi mengenai layanan 
syariah tersebut belum terdesiliminasi secara luas sehingga pemahaman antara bank 
induknya yaitu bank konvensional dengan bank anaknya (UUS) itu tidak sama 
sehingga perbedaan pemahaman ini menyebabkan perbedaan kesenjangan informasi 
dalam pelaksanaan layanan syariah. 
Dengan penerapan leverage ini Bank BPD Jateng syariah memiliki banyak 
keuntungan guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pertumbuhan pasar baik 
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bagi bank BPD Jateng Syariah, dengan adanya sistem yang telah diterapkan tentang 
leverage maka diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pembiayaan kepada 
masyarakat yang membutuhkannya. 
Kebijakan ini sangat strategis dalam mendongkrak pertumbuhan asset 
perbankan syariah, namun bank syariah harus lebih agressif dalam menghimpun dana 
masyarakat (DPK), karena selama ini bank syariah juga kekurangan likuiditas, dalam 
bank syariah finance to deposit ratio bisa ditekan lebih rendah dan selama ini banyak 
perbankan syariah yang memiliki finance to deposit ratio 100% bahkan diatas 100%. 
Untuk itu dana haji wajib ditempatkan di bank-bank syariah agar likuiditas bank 
syariah cukup dan memadai
9
. leverage model akan meningkatkan efisiensi perbankan 
syariah karena cara ini akan mengurangi biaya Bank Umum Syariah (BUS) dalam 
ekspansi pembukaan cabang. Dengan demikian system leverage model akan lebih 
efektif dan efisien dalam pemasaran produk, tanpa membuka jaringan kantor cabang 
baru, sehingga beban operasional bank syariah bisa turun. 
Terkait dengan BPD sudah siap spin off, Terdapat beberapa strategi yang dapat 
dilakukan, yaitu: (1) melakukan pemisahan murni UUS menjadi BUS; (2) bergabung 
bersama beberapa bank lain; (3) melakukan akuisisi terhadap bank konvensional, 
kemudian melakukan konversi atas bank yang telah diakusisi menjadi bank syariah; 
(4) melakukan konversi BUK induknya menjadi bank syariah. Urutan alternatif pilihan 
strategi selanjutnya adalah spin-off dengan menggunakan badan/perusahaan yang 
sudah ada
10
. Kedua metode spin-off dipengaruhi oleh jenis elemen-elemen yang 
berbeda. Metode spin-off dengan membentuk badan baru terutama dipengaruhi oleh 
elemen-elemen: budaya perusahaan, program komunikasi, respon nasabah, delivery 
channel, respon pesaing, dan perpajakan. Sedangkan metode spin-off dengan badan 
usaha yang sudah ada terutama dipengaruhi oleh elemen-elemen: pengalihan status 
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Berdasarkan uraian tersebut bahwa spin-off menggambarkan suatu tambahan 
atau produk turunan usaha sebelumnya. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi 
umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi 
keuntungan.  
Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak 
Alvian semakin dekatnya deadline spin off (2023), BPD Jateng Syariah  telah 
melakukan beberapa persiapan untuk melaksanakan hal tersebut adapun persiapan 
yang telah dilaksanakan oleh pihak bank BPD Jateng yaitu Terkait dengan spin off 
terkait dengan SDM, arahan dari  Direktur meminta kalau melakukan spin off 
kesejahteraan karyawan tidak boleh berkurang setidaknya sama dengan sebeumnya. 
Setidaknya dengan melakukan spin off managemen pasti juga berbeda.  Sudah 
memisah, semua gaji dan pengahsilan karyawan sudah berbeda. otomastis Dari arahan 
pak direktur kita persiapan spin off harus dikejar hingga angka tertentu yang mana 
nanti dilihat atau direncakan untuk membiayai spin off sudah bisa sejahtera. Dalam 
kurun waktu beberapa tahun kedepan etos kerja kita dituntut untuk ditingkatkan. SDM 
semua sistemnya bukan BUMD sifatnya masih pasif, spin off kan sudah mandiri, jadi 
harus berusaha mandiri baik dari pendanaan dana maupun penyaluran pembiayaaan. 
Sedangkan dari bank konvensional sendiri dalam  sistem pendanaan berasal dari bank 
daerah karena itu merupakan BUMD, semua dibantu dari daerah baik dari dananya 
maupun kreditnya PNS yang menangani. Walaupun masih dalam satu manjemen 
dengan Bank Jateng, tapi dari segi pendanaan dana dan penyaluran pembiayaan tetap 
secara mandiri. Dalam pelaksanaan spin off tersebut yang terkait dengan pasal 68 UU 
21 tahun 2008 yang mana syarat untuk spin off, aset minimal 50% kurang dari 
induknya maka jika kurang dari 50% maka mau tidak mau tetap harus spin off dengan 
segala resiko atau salah satunya kembali lagi keinduk Bank BPD Jateng dan kembali 
lagi ke Konvensional.  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa, pemisahan atau 
spin-off adalah suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memisahkan diri yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dari segi kelembagaan maupun 
peraturan-peraturan layanan dalam bank syariah yang mana diharapkan dapat 
meningkatkan citra perbankan syariah itu sendiri. 
Bank umum konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang 
relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah kemudian memisahkannya 
serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. Bank 
Umum Syariah (BUS) pendekatan pertama ialah: BRI Syariah, Bukopin Syariah, 
BTPN Syariah. Bank umum konvensional melakukan pemisahan atas UUS yang 
dimiliki, kemudian UUS tersebut dijadikan Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri hal 




Terkait hal tersebut dalam pelaksanaan spin off yang sesuai dengan undang-
undang nomor 21 tahun 2008 pasal 68 mengenai perbankan syariah, dengan terbitnya 
undang-undang tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan pangsa 
pasar industri perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional. Dimana 
perencanaan spin off yang akan dilaksanakan Bank BPD Jateng Syariah agar dapat 
memajukan perbankan syariah dan lebih independen dalam melakukan manajemen 
diri yang direncanakan pada tahun 2023. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alvian untuk bukti spin off dari 
jaringan dari bank jateng syariah itu sudah ada di masing-masing wilayah di Jateng. Di 
Solo Bank BPD Jateng kancah Solo cabang pembantunya ada 5 di Solo raya.
13
 Untuk 
sementara masih mengikuti induknya dari SOP (Standart Operasional Prosedur), cara 
kerja masih ikut konvensional, meskipun Bank BPD Jateng syariah adalah Bank 
swasta. Kemungkinan besar kalau sudah di spin off akan menyendiri menjadi bank 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Alvian Rinto Wibowo Selaku Tim Pemasaran, Rabu Tanggal 15 
Agustus 2018, Jam 01.00-02.00 
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syariah. Peraturan sendiri, manajemen sendiri. Masih dalam satu holding dengan Bank 
Jateng Jawa Tengah. 
3.2 Pelaksanaan leverage sesuai dengan maqasid Syariah 
Maqashid al-syari’ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni maqasid 
dan syari’ah. Maqashid, adalah bentuk jamak dari maqsủd, yang berarti “kesengajaan 
atau tujuan.” Syari’ah, secara bahasa berarti “jalan menuju air.”14 
Maqashid  al-syari'ah  adalah hikmah dan  illat ditetapkan suatu hukum. Dalam 
kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan 
dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai 
dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya 
hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud 
disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara 
umum dapat dicapai melalui dua cara yaitu mewujudkan manfaat, Menghindari atau 
mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan dar' al-mafasid. 
Konsep maqasid al-syari’ah pada hakekatnya didasarkan pada wahyu untuk 
mewujudkan kemasalahatan hidup umat manusia. Mengingat maqasid al-syari’ah 
yang dirumuskan ulama bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemasalahatan) hidup 
manusia: pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal disesuaikan dengan 
konteks zamannya, maka muncul wacana untuk mengembangkan konsep maqasid al-
syari’ah dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan 
kondisi zaman modern.  
Jelasnya, bahwa keberadaan konsep maqasid al-syari’ah ternyata dapat 
memberikan solusi dalam menjawab berbagai problem kekinian yang tidak diatur oleh 
wahyu secara tekstual dan kontekstual. Dengan penerapan tujuannya bank dapat 
terhindar dari bunga yang dianggap riba dari semua transaksi keuangan maupun non 
keuangan. Sedangkan berkenaan dengan klasifikasi Maqashid Syari’ah15 membaginya 
kepada dua bagian:   
                                                          
1414
 Ibn Mansur, Lisan Al-‘Arab, Juz VIII (Bayrut: Daar al-Sadr, (t,th), .175 
15
 As-Syatibi. 1997. Al-Muawafaqat. Mesir: Daar ibn ‘Affan. 
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1) Maqashid Syari’, yaitu tujuan-tujuan yang diletakkan oleh Allah  dalam 
mensyariatkan hukum.  
Maqasid Syari' terbagi empat bagian:   
a. Tujuan Syari' (Allah) menciptakan Syariat.   
b. Tujuan Syari' (Allah) menciptakan Syariat untuk difahami.   
c. Tujuan Syari' (Allah) menjadikan Syariat untuk dipraktikkan.  
d. Tujuan Syari' (Allah) meletakkan mukallaf di bawah hukum Syara’.   
2) Maqashid Al-Mukallaf, merupakan tujuan syariat bagi hamba (mukallaf) dalam 
melakukan sesuatu perbuatan.  
Berdasarkan penerapan dan klasifikasi tersebut bank syariah merupakan suatu 
solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi yang sedang berjalan selama ini dalam 
menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan komplek.  
Dalam hal kaitan pelaksanaan leverage terhadap maqoshid syariah sudah mendekati 
sesuai dengan prinsip syariah yang riil, dimana penerapan leverage yang meliputi 
sistem teknologi informasi, sistem IT antara bank konvensional dan bank syariah 
harus terkoneksi. Dengan mengacu pada tujuan utama dalam maqoshid syariah 
menjadi sadaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk 
yang ada di bank syariah. 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Pertama, Leverage 
merupakan suatu istilah yang dapat di persamakan dengan layanan syariah dan hal 
tersebut telah diatur di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 
tentang Unit Usaha Syariah, prinsip layanan syariah ini merupakan prinsip pemberian 
layanan kepada masyarakat, dalam bentuk dana pihak ketiga, pembiayaan kepada 
masyarakat akan tetapi layanan syariah ini memang belum mendapatkan hasil yang 
maksimal. Layanan syariah dalam hal ini suatu kegiatan penghimpunan yang 
dilakukan kantor cabang dan atau di kantor dibawah kantor cabang untuk dan atas 
nama kantor cabang syariah pada bank yang sama. Kedua, Apabila leverage di 
persamakan dengan layanan syariah maka sudah dapat dilihat bahwa leverage sudah 
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sesuai dengan maqasid syariah. Karena Leverage sudah mendekati kesesuaian dengan 
prinsip syariah yaitu riil. Ketiga, Apabila leverage dipersamakan dengan layanan 
syariah dan sudah diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 
tentang Unit Usaha Syariah, maka pelaksanaan leverage jika itu merupakan opsi yang 
dipilih oleh Bank BPD Jateng syariah maka hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip 
kepastian hukum. 
Dalam Skripsi ini penulis memberikan saran yaitu, Pertama, Spin off atau 
pemisahan UUS menjadi BUS haruslah dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan 
matang terutama pada aspek kesiapan dan kinerja keuangan UUS Bank BDP Jateng 
Syariah. Kedua, Bagi Bank BPD Jateng Syariah yang akan melaksanakan kebijakan 
spin off sebaiknya perlu mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada para nasabah 
agar nasabah dapat mengetahui perkembangan sistem layanannya. 
 
PERSANTUNAN 
Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: 
Pertama, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam 
pembuatan karya ilmiah ini. Kedua, saudara yang telah memberikan semangat kepada 
penulis untuk menulis karya ilmiah ini. Ketiga, teman yang selalu memberikan 
semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. 
Keempat, Wardah yuspin selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang 
telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Arif, M. Nur Rianto Al. (2014). Tipe Pemisahan dan Pengaruhnya Terhadap Nilai 
Aset Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan. Volume 18, No. 2 Th, 2014.  
Asikin, Zainal,(2012),Pengantar Tata Hukum Indonesia,Rajawali Press,jakarta 
Mansur, Ibn, Lisan Al-‘Arab, Juz VIII (Bayrut: Daar al-Sadr, (t,th), 
Mansyur, M. Ali, (2009). Implementasi Prinsip Perbankan Syariah Menurut UU No. 
21 Tahun 2008 dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia, Laporan 
Penelitian Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA. 
13 
Moleong, Lexy J, (2007), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 
Umam, Khotibul, (2009), Tend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No.21 
Tahun 2008(Konsep,Regulasi dan Implementasi), cet 1 ,yogyakarta: BPFE-
yogyakarta 
Usman, Rachmadi, (2012), Aspek Hukum Perbankan Syariah di 
Indonesia,Cet.1,Jakarta:Sinar Grafika. 
Soejono dan Abdul Rahman, (2003), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka 
Cipta. 
Sugiarto, Umar Said., (2017), Pengantar Hukum Indonesia,Cet  5 , Jakarta: ,Sinar 
Grafika. 
Suryani, (2008), IMPLIKASI DAN TANTANGAN LAHIRNYA UNDANG UNDANG  
NO.21 TAHUN 2008  TENTANG PERBANKAN SYARIAH, IQTISHADIA, 
Vol.8, No.2, September 2015. 
Syaikhon, Ahmad, (2013), leverage model bank syariah 
,http://www.neraca.co.id/article/27596/Leverage-Model-Bank-Syariah, di 
akses pada 24 april 2018 pukul 23.10.wib 
Yuspin, Wardah dan Kelik Wardiono. (2017). Islamic Banking Trajectories of 
Indonesia: Dealing with the Present and Shaping the Future. International 
Journal of Economic Research. Volume 14. Number 16 (part 2). 
 
